SALINAN

BUPATI MOROWALI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR 237 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 07 TAHUN
2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyampaian

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Laporan Harta Kekayaan Apartur Sipil Negara. Negara
dalam  penyampaian Laporan Harta Kekayaan
penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara, peraturan Bupati Nomor 07
Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Morowali perlu disesuaikan.

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati
Morowali Nomor 07 tahun 2017 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Morowali;

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Bual, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900).
Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang’



Memperhatikan

Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas
undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kebupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250 sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi
Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5698);

.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomo 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara;

. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan
Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan;



AN,

Menetapkan

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian
dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,;

5.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:
700/1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentang
Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara.

7.Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor:
SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

Pasal I

Ketentuan pasal dalam peraturan Bupati Morowali
Nomor 07 Tahun 2017 tentang Laporan Harta
Kekayaan Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun
2017 Nomor 007) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) diubah, sehingga pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-
LHKPN.
(2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN tingkat OPD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
a. Membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib
LHKPN;

b. Membuat/update daftar wajib lapor;

c. Melakukan pendampingan pengisian/e-
filling;

d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-
masing OPD/Unit Kerja untuk selanjutnya
disampaikan kepada Admin Instansi.



(3) Admin OPD/Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-
LHKPN di masing-masing OPD/Unit Kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Morowali.

Pasal 11

Peraturan Bupati Morowali ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan
mengundangkan Peraturan Bupati Morowali ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 28 oktober 2019

e BUPATI MOROWALI,
ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku

Pada tanggal 29 okéober 2019
Sekretaris Daerah

Kabupaten Morowali,

ttd.
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